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INTISARI

Penulisan fui merupakan hasil penelitime perubahan hirarki kota di
selurul pulon Jawa dari talun 1980-1990. Tujuan penelition menghkaji
besarnya peringkat perubalian hirarki kota atas dasar jumlal penduduk, dan
menghitung peringkat kota atas dasar luas lahan perkotaan taluen 1930,
Disamping itu pcnclin'm: berlujuan menghitung Tuas lahan perkotaay taluin
1990. Penelitian ini dilakukan devgan menggunakan analisis data sckunder,
dibmirtu dengai teknik analisis data stafistik.

Hasil pentelition memujukkan balnoa penerapan konscp peringkat
(iirarki) wilayalr perkotaan menurut Zipf, di ludonesia {terutama di Jawn)
secara unum tidak sesuni Ingi. Ketidaksesuaian sebagai akibat adanya kecen-
derungan di beberapa wilayah perkotaan wienndliki junilah pendnduk yang
hampir sama, kecrinli di Propinsi Daerali Istimewa Yogyakarta, terdapat per-
bedann yang sangat nyata antara peringkat wilayal perkotaan dacralt kola-
madya, dengan wilayah perkotaan di dacrah kabupaten. Besarnya peringkat
wilayal perkotaan menurut Iuas lahan kota tidak memiliki perbedany yang
nynata, dengan peringkat wilayah perkotnan mevrut junidall pendudik
perkotann. Secara untum dapat dikemmikakas balwa makin tinggi peringkat
perkotaan menurut jumlal penduduk, waka makin -tinggi puln peringkat’
perkotaan menvrit luas lahwan kofauya. Walupuwir pengarult laju pertumbuhan
penduduk (baik dalam fiwa maupun ramal tangga) terhedap perubaling
peringkat wilayah perkotaan di sctiap kota di Jmwa tidak cukup kuat, tetapi
laju pertunmibulian noal tangga lebilr tinggi, dari pada pengaruh pertun-
buhan penduduk dalam jumlal jiwa. Perkembangan penduduk perkotann di
Jawa, prda dasaruya mencermiukmi perkembaugmit witayah perkotaan setiap
kota di Jawa. Walaupun tidak mewanipakkan pola yang felas, perubalian
peringkat wilayalt  perkotoan  selame  taln 1980-1990, mernjukkan
perkembangan wilayoly perkotann di pantai Ulara Jawa, Perkembangan fii
terjndi i wilayalt-wilayall pinggiran kofa-kotn besar dan korider yang

-
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menghubungkan kota-kota besar. Kenyalaannya ini memberikan gambaran
balnwa pada hakekntiya telah terjodi transformasi penmmkiman di Jawa,

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Wilayah perkotaan (urban) di Indonesia dalam kebijakan pengembangannya
telah digariskan dan disusun oleh Dircktorat Jenderal Cipta Karya scjak tahun 1985.
Namun demikian, selama kurun 1985 hingga 1990 terdapat beberapa kota ber-
kembang dengan pesat, dan dalam kebijakan tersebut belum terdapat antisipasinya.
Oleh karepanya, penentuan prioritas pengembangan wilayah kota perlu dikaji kem-
bali. Dalam penentuan prioritas pengembangan kota, banyak faktor yang diperlu-
kan sebagai pertimbangan. Faktor ini antara lain adalah potensi fisik, dan sosial
ekonomi, termasuk potensi penduduk. Hal ini bukan berarti pengembangan wilayah
perkotaan harus selalu mendasarkan atas pertimbangan semua faktor secara ber-
sama-sama tetapi bergantung pada konteks variasi karakteristik wilayah.

Perkembangan wilayah kota dalam kebijakan yang telah direncanakan dan
sebagian dilaksanakan, sering dipandang sebagai gejala lokal (internal), padahal ge-
jala yang ditunjukkan selama 10 tahun terakhir, memperlihatkan bahwa perkem-
pangan kota-kota tersebut tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sosial-ekonomi
daerah lainnya. Oleh karenanya, perlu kajian peranan dan fungsi wilayah perkotaan
dalam kaitannya dengan kebijakan pengembangan perkotaan Indonesia.

Ditinjau dari potensi dan kebutuhan pengembangan wilayah perkotaan secara
umunm, atas dasar indikator laju pertumbuhan penduduk perkotaan selama 10 tahun,
wilayah kota di luar Jawa memiliki potensi dan perlunya pengembangan lebih tinggi
dari pada di Jawa. Hal ini mengingat pertumbuhan penduduk di luar Jawa lebih ting-
gi dari pada di tingkat nasional, yakni 5,36 persen per tahun. Dengan demikian terli-
hat bahwa tuntutan untuk pengembangan kota di luar Jawa, harus memperecleh prio-
ritas.

Pertumbuhan penduduk perkotaan setiap propinsi di Jawa menunjukkan
variasi,-di Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta scbesar 7,78 puersen dan 7,86
persen, di Jawa Timur dan Jawa Tengah scbesar 4,54 persen dan 4,93 persen, sedang-
kan di DKI Jakarta hanya 3,08 persen (BPS, 1990). Pada dasarnya, pengembangan
wilayah kota tidak harus selalu didasarkan pada pertimbangan pertumbuhan mau-
pun besarnya jumlah penduduk dan ekonomi semata. Namun dalam kasus perkem-
bangan kota dan wilayah kota di pulau Jawa, pertimbangan besarnya jumlah pendu-
duk masih cukup relevan, mengingat perubahan-perubahan fisik wilayah kota mau-
pun perubahan batas administratif wilayah kota banyak terjadi. Disamping itu, per-
kembangan wilayah kota perlu ditinjau bukan semata-mata perkembangan wilayah
kota sccara individu, namun ditinjau dari dua atau lebih wilayah kota yang secara
fisik menunjukkan kecenderungan bersatu.

Sehubungan dengan pentingnya tinjauan perkembangan suatu kota terkait
dengan kota-kota lainnya, maka kajian yang menckankan pada hirarki wilayah

- perkotaan menengah beserta perubahannya, cukup relevan untuk dilaksanakan. Hi-
rarki kota adalah suatu urutan peringkat kota atas dasar ukuran peranan dan fungsi
kota, dalam kaitannya dengan kota-kota lainnya. Asumsi dasar yang digunakan,
adalah bahwa pertumbuhan wilayah kota tidak terjadi secara acak, namun tumbuh
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dalam urutan yang logis, sehingga baik ukuran maupun fungsi, berkaitan dengan ke-
teraturan menycluruh. Kaitan seperti ini, pertama kali dikemukakan oleh Aurerbach
pada tahun 1913 (Hammond, 1985), namun belum dinyatakan dalam bentuk mate-
matik. Secara matematis, ukuran tersebut dikemukakan olch Zipf (1949} dalam
bentuk ukuran peringkat yang dalam konsepnya dinyatakan :

"Jika semua permukiman di suatu wilayah dr'perir;gkatkm: rﬁcndasarkan
pada urutan jumlah penduduk yang semakin kecil, maka jumlah penduduk
kota ke n akan scbanyak 1/n jumlah penduduk yang terscbar”.

Dengan kata lain, dalam suatu wilayah kota yang memiliki peranan dan fung-
si {peringkat) tertinggi, adalah kota yang mempunyai jumlah penduduk kota ter-
banyak. Kota peringkat ke dua, dalam wilayah tersebut akan memiliki setengah dari
jumlah penduduk kota pada peringkat pertama. Kota peringkat ke tiga, memiliki
jumlah penduduk sebanyak sepertiga dari jumlah penduduk wilayah kota penngkat
pertama, dan seterusnya

Permasalahan Penelitian

Khusus wilayah kota-kota di Jawa, dalam menentukan prioritas pengembang-
an, secara umum mendasarkan pada peningkatan kebutuhan penduduk, akibat
pertumbuhan penduduk perkotaan. Selain itu perkembangan kota secara fisik sudah
banyak melampaui areal lahan perkotaan administratif. Hal ini memungkinkan tidak
tepatnya terapan konsep hirarki kota, dan memungkinkan ter]admya perubahan-
perubahan hirarki kota-kota di Jawa.

Oleh karenanya, penelitian ini bertolak dari tiga permasalahnan utama :

a. perkembangan wilayah kota selama ini masih diasumsikan sebagai akibat sema-
kin meningkatnya jumlah penduduk, pada hal perubahan-perubahan fisik wila-
yah kota maupun perubahan batas administratif wilayah kota banyak terjadi,

b. perkembangan wilayah kota seringkali ditinjau semata-mata dari perubahan kota
secara individu, pada hal banyak terjadi perubahan wilayah kota yang secara fisik
maupun sosio-ekonomik. keterkaitan antara lebih dari satu kota yang menunjuk-
kan kecenderungan bersatu,

c. Masalah lain yang sering muncul adalah terapan suatu konsep dari negara-negara
Barat, sering tidak sesuai dengan kondisi lokal jika diterapkan tanpa modifikasi.

Walaupun tiga permasalahan di atas perlu dicarikan pemecahannya, tetapi
dalam kajian ini lebih menekankan pada uji coba penerapan konsep di atas. Hal ini
penting mengingat berbagai perubahan jumiah penduduk, maupun perubahan
administratif, dan fisik wilayah kota selama kurun 1980-1990 beberapa kota di Jawa
sangat mencolok. Selain itu, perubahan luas lahan perkotaan untuk kota-kota di
Jawa, belum diketahui dan belum tersedia datanya walaupun secara tentatif. Oleh ka-
renanya, penehtlan ini mencoba menjawab pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana hirarki atau peringkat wilayah perkotaan berdasarkan jumlah pen-
duduk perkotaan di setiap daerah propinsi pada tahun 1980 dan tahun 1930, apa-
kah konscp hirarki masih dapat diberlakukan, atau tidak dapat diberlakukan
sama sekali ?

2. Scberapa besar perubahan penngkat setlap wilayah kota menurut jumlah pen-
duduk perkotaan di setiap propinsi, dari tahun 1980 hingga tahun 1950 ?
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3. Bagaimana peringkat wilayah perkotam berdasarkan luas lahan perkotaan tahun
1980 di setiap daerah propinsi, apakal searah dengan peringkat kota menurut
jumlah penduduk perkotaan ?

4. Seberapa besar hubungan antara jumlah penduduk perkotaan tahun 1980, dengan
tuas lahan perkotaan tahun 1980 di setiap propinsi ? ‘

Tujuan Penelitian

Penelitian ini lebih menekankan perhatian pada tujuan untuk mengkaiji

perubahan peringkat kota, yang secara rinci mengukur :

1. peringkat kota menurut jumlah penduduk perkotaan pada setiap propinsi di
Jawa pada tahun 1980 dan 1990,

2. besarnya perubahan peringkat setiap kota di Jawa dari tahun 1980 hingga tahun
1990,

3. peringkat kota menurut luas lahan kota pada setiap wilayah propinsi di Jawa
untuk tahun 1980,

4. hubungan antara jumlah penduduk perkotaan dengan luas lahan perkotaan pada
setiap propinsi tahun 1980.

DATA DAN METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Bahan utama untuk penelitian ini adalah data dan informasi yang telah
tertuang dalam publikasi. Mengingat luasnya daerah penelitian, dan ketersediaan
data yang diperlukan, maka digunakan data sekunder:

1. Jumlah penduduk perkotaan di setiap kota di Jawa tahun 1980.

2. Jumlah penduduk perketaan di setiap kota di Jawa tahun 1990.

3. Luas lahan perkotaan beserta bentuk-bentuk penggunaannya untuk setiap kota di
Jawa tahun 1980,

4. Data lain yang berkaitan dengan perkotaan

/.Data'kependudukan tersebut telah dirinci menurut desa kota, diperoleh dari
publikasi yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik Jakarta (1980, Seri S nomor 12, 13, 14
dan 15), berjudul Penduduk Propinsi Hasil Sensus Tahun 1980. Sclain itu, data di-
ambil dari publikasi dengan judul Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk Ta-
hun 1990,

Data luas penggunaan lahan perkotaan di sctiap kota, diperolch dari Badan
Pertanahan Nasional, yang tertuang dalam buku Pengunaan Tanah Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya di Indonesia (1978-1980) dikcluarkan takun 1986. Disamping
itu, data dinmbil dari Penggunaan Tanah Kota 1, Publikasi No.315 takun 1984, dari
Badan Pertanahan Nasional. Data Tuas. sctiap bentuk pengunaan Iahan perkotaan di
sctiap wilayah kabupaten ataupun kotamadya di Jawa tahun 1980, disamping ber-
sumbcr pada dua publikasi di atas, juga dihitung dari peta publikasi BPS, yang di-
gunakan untuk membedakan penduduk perkotaan dari penduduk pedesaan, dalam
Sensus Penduduk Tahun 1980, Oleh karenanya, keandalan data luas penggunaan
Iahan kota tahun 1980 masih dapat dipertangungjawabkan.
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Data lain yang berkaitan dengan obyek penelitian berupa informasi, hasil
pembahasan, dan hasil-hasil penelitian, diambil dari berbagai sumber, baik dari pu-
" blikasi ilmiah, maupun makalah seminar dan lokakarya. Demikian pula buku teks
mengenai permukiman dan penggunaan lahan sebagai sumber acuan.

Metode Penelitian -

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa penelitian ini memanfaatkan data
sekunder. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan data sekunder
antara lain ketersediaan data, kebenaran data, dan cara pemanfaatan data. Keter-
sediaan data sekunder memberikan kesempatan untuk menganalisis data tersebut,
sesuai dengan tujuan penelitian. Kebenaran data diperhatikan untuk menghindari
kesalahan yang mungkin terdapat pada data, serta ketepatan waktu. Hal ini
berkaitan dengan cara pemanfaatan data, dimana untuk data lama (tahun 1980
misalnya) hanya dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi tahun tersebut. Oleh
karenanya, pengumpulan data dalam penelitian ini, disamping memperhatikan
kebenaran data, juga memperhatikan ketepatan waktu, untuk mendukung terca-
painya tujuan penelitian.

Dalam menganalisis data hasil penelitian digunakan analisis statistik. Untuk
mencapa1 tujuan pertama, kedua, dan ke tiga mengunakan uji beda dua rata-rata
yakni uji z dan untuk perbedaan yang lebih dari dua rata-rata (lebih dari dua
propinsi), maka digunakan analisis varians. Tujuan penelitian ke empat d1capa1
menggu_nakan teknik analisis statistik koefisien korelasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peringkat Kota Menurut Jumlah Penduduk

Berdasarkan data hasil sensus penduduk 1980 dan 1990, terutama jumlah
penduduk perkotaan dilakukan perhitungan besarnya peringkat wilayah perkotaan
{urban) di setiap Kabupaten di Jawa. Walaupun wilayah kotamadya telah dianggap
sebagai wilayah kota yang sesungguhnya, atau pusat-pusat perkotaan (urban centres),
tetapi dalam kenyataannya masih memiliki penghuni yang bersifat pedesaan. Oleh
karenanya dalam pembahasan ini masih dilakukan analisis, untuk memahami di
bagian wilayah mana yang selama sepuluh tahun mengalami perkembangan seperti
itu, apakah karena ketersediaan lahan yang masih cukup besar, atau terdapat faktor
lain sebagai penyebab terjadinya perubahan pemusatan penghuni  wilayah
perkotaan.

Kenyataan memperlihatkan bahwa setiap wilayah propinsi, wilayah perko-
taan yang berperingkat pertama, beluim tenta berpenduduk perkotaan dua kali lipat
wilayah perkotaan yany ke dua. Bahkan sclanjutnya wilayah perkotaan ke tiga, ke
cmpat dan seterusnya, juga belum tentu memiliki peringkat bcmakm kecil meng-
ikuti urutan jumlah penduduk pcrkota'mnya

Kasus-kasus wilayah propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan
propinsi Jawa Timur, memperlihatkan bahwa peringkat wilayah perkotaan tidak lagi -
membentuk pola berurutan secara teratur mengikuti besarnya jumlah penduduk.
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Sejak tahun 1980 hingga 1990, peringkat wilayah perkotaan membentuk pola-pola
mengelompokkan dengan urutan yang berselang (meloncat) tidak teratur,

Tampaknya untuk propinsi Jawa Barat, wilayah perkotaan di sctiap kebu-
paten memiliki pola agihan peringkat yang menycbar. Disamping itu, tampak ada-
nya ketidak-urutan peringkat, dari peringkat terendah ke peringkat yang semakin
tinggi memiliki julat {range) yang sangat besar. Dalam agihan tersebut tampak bahwa
semakin jauh setiap lokasi wilayah kabupaten dari kotamadya, memiliki peringkat
semakin kecil (angka peringkat besar). Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi pada
tahun 1980, tetapi sepuluh tahun kemudian (1990) pun masih memiliki pola yang
hampir sama.

Demikian pula di Propinsi-propinsi lain seperti Jawa Tengah, D.L Yogyakarta,
dan Jawa Timur, pola agihannya mirip dengan yang terjadi di Jawa Barat. Kenam-
pakan seperti ini, memberikan gambaran bahwa pada dasarnya -hampir di setiap
wilayah kabupaten ataupun kotamadya, perkembangan jumlah penduduk perkotaan
semakin meningkat dengan tingkat yang hampir sama.

Wilayah-wilayah perkotaan pada kelompok peringkat atas (satu, dua, dan
tiga), jumlahnya lebih sedikit dari pada jumiah wilayah perkotaan di peringkat
bawah. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa penerapan konsep peringkat (dari
Zipf) wilayah perkotaan di Indonesia (terutama di Jawa) tidak cukup kuat. Hal ini
disebabkan terdapat kecenderungan di berbagai wilayah perkotaan yang hampir
berbeda di Jawa, memiliki jumiah penduduk perkotaan yang hampir sama. Selain itu,
terdapat wilayah perkotaan yang berpendaduk jauh lebih kecil dari pada wilayah
perkotaan pusat, sehingga mengakibatkan kesenjangan peringkat yang tidak
berurutan.

Rata-rata peringkat wilayah perkotaan kotamadya dan rata-rata wilayah
perkotaan kabupaten, secara umum terdapat perbedaan. Di propinsi Jawa Barat, Ja-
wa Tengah, dan propinsi Jawa Timur, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata
peringkat wilayah perkotaan kabupaten berkisar antara 11,5 hingga 29,39, dan
kotamadya berkisar antara 5,31 hingga 13,97 pada tahun 1980. Rata-rata peringkat
tersebut pada tahun 1950 mengalami perubahan menjadi 7,47 hingga 26,79 untuk
kabupaten, sedangkan untuk kotamadya berkisar antara 5,04 hingga 14,02 (Tabel 1).
Kenyataan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya dominasi sifat wilayah perkotaan
kotamadya belum begitu kuat (peringkatnya masih > 1), dalam arti di kotamadya
masih terdapat wilayah pedesaan, dan wilayah kabupaten terdapat wilayah perko-
taan semakin meningkat. _

Namun di D.I. Yogyakarta, dominasi sifat perkotaan kotamadya masih sangat
kuat (peringkat = 1), sedangkan peringkat rata-rata wilayah perkotaan kabupaten
sebesar 12,47 pada tahun 1980. Pada tahun 1990 peringkat kotamadya bergeser turun
menjadi 1,02 sedangkan wilayah perkotaan kabupaten meningkat menjadi 7,65 (Tabe!l
1). Hal ini memperlihatkan bahwa atas dasar jumlah penduduk perkotaan, di antara
kedua wilayah (kabupaten dan kotamadya) sangat berbeda.,

Perubahan Peringkat Kota Menurut Jumlah Penduduk

diperhatikan dari sisi besarnya peringkat wilayah perkotaan di setiap kabu-
paten maupun kotamadya, selama sepuluh tahun terakhir telah banyak mengalami
perubahan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa wilayah-wilayah kota yang



berfungsi scbagai ibukota propinsi atau kotamadya (Bandung, Semarang, Yogyakarta
dan Surabaya), pada tahun 1980 masih masih menunjukkan scbagai pemusatan
penduduk. Namun pada tahun 1990 peringkat terscbut di wilayah-wilayah tertentu
memperlihatkan bahwa peringkat pertama dan terakhir dari setiap wilayah perko-
taan, di setiap propinsi, dan dacrah istimewa mengalami pergescran.

Tabel 1. Perbedaan antara Peringkat Wilayah Perkotaan Menurut Jumiah Penduduk
Perkotaan Kotamadya dengan Kabupaten

Tahun 1980 Tahun 1990
No. Propinsi Kabupaten Kotamadya Kabupaten Kotamadya
1 Jawa Barat 14,48 6,69 10,67 841
X! 1234 4,38 9,37 4,65
- Sdx 20 4 20 o4
N 075 0,461
t 1,717 1,717
Perbedaan Tidak nyata Tidak nyata
2 | JawaTengah 11,50 531 747 504
6,62 3,08 393 324
Sdx 29 . 6 29 6
n
t 2,221 1.413
b 1,96 1,96
Perbedaan Cukup nyata Tidak nyata
3 Jawa Timur 29,39 13,97 26,79 14,02
X 23,84 8,25 30,0 7,59
Sdx 29 8 - 29 8
o 1,733 1,182
k 1,96 1,96
Perbedaan Tidak nyata Tidak nyata
4 Dl 1247 1 7,65 1,02
Yogyakarta 7,72 _ 6,64
- X 4 1 4 1
Sdx
n 2,979 1997
n 1,638 T 1,638
t Cukup nyata - Cukup nyata
Perbedaan
Sumber : Analisis Data Sekunder

Secara wmum jumlah penduduk perkotaan tahun 1980 hingga 1990, terjadi
peningkatan di setiap wilayah kabupaten di Jawa. Hal jtu berakibat pada perubahan
peringkat wilayah perkotaan di kotamadya maupun kabupaten. Hasil penclitian me-
nunjukkan besanya rata-rata peringkat wilayah perkotaan tahun 1980 adalah 15,023,
dengan simpangan baku scbesar 13,226, Untuk tahun 1990 besarnya rata-rata
peringkat wilayah perkotaan tersebut meningkat menjadi 11,991, dengan simpangan
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dengan simpangan baku scbesar 11,626. Dengan demikian besarnya rata-rata
perubahan peringkat wilayah perkotaan sclama sepuluh tahun adalah 3,032, dengan
simpangan baku scbesar 1,7. Mendasarkan pada angka rata-rata perubahan
peringkat ini, disusun tingkat perubahan peringkat, menggunakan angka 3 sebagai
batas nilai tinggi rendahnya kenaikan ataupun penurunan peringkat wilayah
perkotaan, scbagai berikut.

1. Jika suatu wilayah perkolaan baik kabupaten maupun kotanndya, memiliki
perubahan lebih besar dari 3, dikategorikan sebagai wilayah dengﬂm perubahan
tinggi atau di atas rata-rata.

2. Jika suatu wilayah perkotaan baik kabupaten maupun kotamadya, memiliki
perubahan peringkat kurang atau sama dengan 3, dikategorikan sebagai wilayah
dengan perubahan rendah atau di bawah rata-rata.

Dengan menggunakan kriteria di atas, dapat diketahui bahwa scbagian
terbesar yakni 78 wilayah perkotaan (73,6 persen) mengalami perubahan peringkat
secara meningkat (angka perubahan peringkat negatip), sedangkan scbanyak 28 wi-
layah (26,4 persen) mengalami perubahan peringkat menurun (angka perubahan
positip). Ditinjau dari besarnya angka perubahan peringkat atau tingginya peruba-
han, sebagian besar atau 66 wilayah perkotaan masih di bawah rata-rata atau peru-
bahannya rendah. Kenampakan menarik adalah wilayah perkotaan di kotamadya,
tingkat perubahannya di bawah rata-rata. Justru wilayah perkotaan dengan pering-
kat rendah di setiap wilayah propinsi, menunjukkan perubahan peringkat yang
tinggi. Hal ini merupakan gejala’ perkembangan cukup pesat di wilayah-wilayah
tersebut. Secara rinci agihan perubahan peringkat tersebut disajikan dalam Tabel 2.

Kenyataannya ini menuniukkan, bahwa perubahan peringkat wilayah per-
kotaan secara keruangan antar wilayah propinsi, memiliki pola perubahan yang ber-
beda. Perbedaan pola perubahan tersebut terlihat antara propinsi Jawa Tengah, dan
D.I. Yogyakarta, dengan dua propinsi lain yakni Jawa Barat dan Jawa Timur. Di ke-
dua propinsi tersebut terakhir, terdapat wilayah-wilayah perkotaan dengan peru-
bahan peringkat yang tinggi dengan angka positip (Kota Sukabumi, Pandeglang,
Pacitan, Magetan, dan Lamongar). Hal itu berarti bahwa wilayah-wilayah perkotaan
tersebut justru mengalami penurunan peringkat cukup tajam, dibandingkan dengan
wilayah perkotaan di tingkat propinsi. Hal semacam ini tidak terjadi di tiga daerah
propinsi lain, karena seperti di Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta terjadi perubahan
peringkat wilayah perkotaan cukup tinggi, namun perubahanny‘t menurun yang
berarti peringkatnya justru semakin besar.

Pola Persebaran Perubahan Peringkat

Kenampakan menarik terjadi di wilayah perkotaan di kabupaten-kabupaten
sekitar kota besar, pada umumnya memiliki perubahan peringkat perkotaan yang
lebih tinggi dari pada perubahan peringkat di kota besar itu sendiri. BLberapa wila-
yah scperti kabupaten :

- Bekasi, dan Tangerang yang berbatasan langsung dengan Kota Jakarta,

- Majalengka, Kuningan, dan Idramayu berbatasan langsung dengan Cirebon,

- Demak, Jepara, Rembang, Semarang, dan Batang berbatasan langsung dengan
kotamadya Semarang,
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- Boyolali, Sukoharjo, dan Karangayar, berbatasan langsung dengan kotamadya
Surakarta,

- Bangkalan, Sumenep, Jombang, Gresik, Mojokerto, dan Sidoharjo berbatasan
langsung dengan kotamadya Surabaya.

Kenyataan tersebut menunjukkan, bahwa selama sepuluh tahun terakhir,
perkembangan wilayah perkotaan di sekitar kota besar maupun kotamadya cukup
tinggi. Hal itu sangat wajar, karena mudah diduga bahwa perubahan perkotaan di
daerah kabupaten tersebut merupakan imbas perkembangan kota, dari aspek akti-
vitas ekonomi, aktivitas sosial budaya, dan pertumbuhan penduduk, yang membawa
akibat terhadap pertambahan bahan sarana dan prasarana fisik, serta perluasan
perubahan penggunaan lahan.

Tabel 2. Agihan Perubahan Peringkat Wilayah Perkctaan di JawaTahun 1980-1990

Perubahan Tinggi Perubahan Rendah
Wilayah . .
Menurun (+) Meningkat (-} Menurun (+) Meningkat (-}
1. Propinsi 1. KaSukabumi 3,59 [1.Majalengka-320 1. Kd Bogor 1.54 1. Bogor-1.24
JawaBarat  |2. Pandeglang 4,31 2. Tangerang-5.08 2.Kd bandung 0.00 _ [2. Sukabumi -0.74
3. Bekasi -5.99 3.XKdCirebon 1.73 {3, Bandung -0.72
4. Indramayu -10.9  [4. Ganjur 0.65 4. Tasikmalaya -0.45
5. Kuningan -14.4 5. Carut 0.08 5. Ciamis -2,11
6. Lebak -222 - 6, Circbon -2.88
7.Sumedang -1.88
8. Subang -1.53
9, Purwakarta -2.45
10. Karawang -2.55
11. Serang -2.91
Jumlah 2 6 5 11
3, Propinsi 1. banjarnegara 450 [1. Kd Surakirtia 024 1. Kendal -2.18
Jawa Tengah 2. Karanganyar-4.03 |2, Kd Salatiga 0.20 2. Pekalongan -0.64
3. Rembang -5.62 3. KdSemarang 0.00 |3, pemalang -1.60
4. Jepara -5.94 4.5ragen 145 ° 4. Tegal -1.10
5. Demak -203 5. Kd Magelang 150 |5. Kd Pekalongan -1.7
6. Sernarang -8.43 6. Kd Tegal -1.79
7. Brebes -3.99 7.Cilacap -0.28
8. Balang -5.140.53 8. Banyumas -1.12
9. Boyolali-114 9. Purbalingga -0.69
10. Sukohardjo -3.5¢ 10. Kebumen -129
11. Punworejo-2.04
12. Wonosobo -1.92
13. Magelang -2.38
14. Boyolali -11.4
15. Klalen -0.44
16. Wonogiri -13.2
17. Grobogan -12.3°
18. Blora -0.67
19. Pati -2.67
20. Kudus-2.71
4. Propinsi 1. Kulonprogo -8,10 [ 1. Kd Yogyakarta (02 | 1. Sleman -2.62
Jawa Timur 2. Bantul -5.08
3. Gunungkidul -3.48
Jumlah 3 1 1
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Lanjutan tabel 2.
5. Propinsi 1. Pacitan 42.00 1. Blitar -7.66 1. Banyuwangi 223 |1. Tulungagung-1.82
Jawa Timur |2, Magetan 7.89 2. Kadiri -10.9 2. Madiun 0.54 2. Bondowaoso -2.60
3. Lamongan 4.00 3. Malang -3.41 3. Bojonegoro 0.18 3. Pasuruan -1.13
4. Lumajang -4.03 4. Kd Kediri 0.22 4. Sampang -2.11
5. Situbando -3.55 5. Kd Malang 0.02 5. Pamekasan -1.69
6. Probolinggo -6.48 |6, Kd Pobaolingga 0,69 6. Kd Pasuruan -1.00
7.Sidoharjo -5.26 7. Kd Madiun 2.61 7. Kd Mojokerio-0.41
8, Ngawi-19.3 8.Kd Surabaya0.00 |8, Kd Blitar-1.67
9. Mojokeria -22.2 9. Trenggalek 0.57
10. Jombang-6.60 10. Jember 0.35
11. Nganjuk -5.03
12. Tuban -5.03
13. Gresik -5.89
14. Sumenep -5.64
15. Bangkalan -3.06
16, Ponorego -9.86
Jumlah 3 16 10 8
Total L2345 5 35 23 43
Persen 4.7 + 330 26,7 40,6

Dari segi kegiatan ekonomi kota, misalnya kegiatan industri di wilayah sekitar
kota berkembang, karena fasilitas serta prasarana untuk pengembangan kegiatan
terpusat'di kota. Seperti diungkap Hill (1990) bahwa kota Jakarta bersama” kabu-
paten-kabupaten di sekitarnya, merupakan penghasil 31 persen dari nilai industri
nasional, yang berasal dari industri besar dan sedang, Bahkan kota-kota utama lain-
nya seperti Surabaya, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta, Surabaya dan Malang,
sebagai pusat-pusat kegiatan industri penting, merupakan penyebab utama semakin
tingginya harga lahan di kota dan wilayah sekitarnya.

Perkembangan konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah kabupaten sekitar
Jakarta maupun kota-kota besar lainnya, telah menarik penduduk dari luar kota un-
tuk bertempat tinggal menetap di wilayah tersebut. Hal ini terlihat dari peningkatan
jumlah penduduk selama sepuluh tahun terakhir (1980-1990) yang cukup tinggi di
wilayah kabupaten sekitar kota besar. Berdasarkan hasil sensus tahun 1980 dan 1990,
dapat ditunjukkan bahwa di setiap wilayah kabupaten yang berdekatan dengan kota
besar memiliki laju pertumbuhan penduduk per tahun cukup tinggi (Tabel 3.

' Dalam tabel tersebut tampak bahwa laju pertumbuhan penduduk perkotaan
kabupaten Bogor misalnya 11,67 persen, Tangerang 20,89 persen, dan Bekasi 19,84
persen per tahun, karena dekatnya dengan kota Jakarta. Demikian juga laju per-
tumbuhan penduduk perkotaan di kabupaten Kuningan 11,18 persen, Cirebon 10,01
persen, dan Indramayu 11,73 persen. Di propinsi Jawa Tengah seperti laju pertum-
buhan penduduk perkotaan di Tegal 6,33 persen, Brebes 10,15 persen, Pemalang 6,25
persen, Batang 8,13 persen, Pckalongan 556 persen, sebagai akibat berdekatan
dengan kotamadya Tegal dan Pekalongan. Gejala tingginya laju pertumbuhan pen-
duduk perkotaan, ditunjukkan pula di sekitar kotamadya Semarang, dimana kabu-
paten Semarang sebesar 10,29 persen, Demak 13,35 persen, dan di Kendal 5,23 per-
scn. Sama halnya dengan pola terscbut terjadi pada penduduk perkotaan di sekitar
kotamadya Surakarta {periksa Tabel 8), kotamadya di propinsi Jawa Timur scperti
Surabaya, Mojokerto, Malang, Kedir, Madiun, dan Probolinggo, serta di Daerah
Istimewa Yogyakarta.
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Tabel 3, Laju Pertumbuhan Panduduk Perkolaan di Sekitar Kota Melropolitan dan

Kotamadya di Jawa :
Wilayah perkotaan di Pertumbuhan Peringkat Kota besar terdekat
kabupaten penduduk/th (%) | Wilayah kota

1. Bogor 11,67 1,05 DKI

2. Tanggerang 20,89 1,33 Jakarta

3. Bekasi 19,84 1,7 Kodya

4. Sukabumi 452 807 Bogor

1. Bandung 7,30 1,57 Kodya

2. Purwakarta 479 16,31 Bandung

3. Subang 456 11,96

1.~ Kuningan 11,18 1325 Kodya

2. Cirebon 1001 9,30 Cirebon
“|3. Indramayu 11,73 9,19

4. Majalengka 595 1,19

1. Tegal 653 2,03 Kodya

2. Brebes 10,15 347 Tegal

3. Pemalang 625 T 321 Kodya

4, Batang 8,13 6,53 Pekalongan

5. Pekalongan 556 5.28

1. Semarang 1029 717 Kodya

2. Demak 13,35 10,88 Semarang

3. Kendal 523 606 Salatiga

1. Kudus 792 2,30 Kota industri

2. Japara L1 4,42

3. Pay 6,03 51

4. Grobogan 11,85 8.17

1. Boyolaki 11,66 781 Kodya

2. Sukcharjo 1022 3,10 Surakarta

3. Karangganyar 693 6,74

4. Wonogiri 1151 5,22

1. Steman 14,05 1.05 Kodya

2. Bantul 2057 1,00 Yogyakarta

1. Gresik 790 10,90 Kodya

2. Sidoharjo 12,20 4,11 Surabaya

3. Jombang R78 982 Kodya

4. Mojokerto 1355 14,14 Mojokerto

1. Pasuruan 451 9,29 Koudya

2. Probalinggo 5.9 22,69 Probalinggo

3. Situbondo 1355 13,71

1. Kediri 10,69 1097 Kodya

2. Blitar 7,44 1584 Kediri

3. Nganjuk 8,78 14,61 Kodya

4. Ponorogo 732 2142 Madiun

Sumber : BPS, 1981
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Kenampakan sangat menarik adalah laju pertumbuhan penduduk perkotaan
di sekitar kotamadya Yogyakarta, yakni di kabupaten Sleman (14,05 persen), dan
Bantul (20,57 persen). Laju pertumbuban penduduk per tahun tersebut terbesar di
antara kabupaten-kabupaten lain di Jawa. Hal ini discbabkan selama sepuluh tahun
terakhir (1980-1990) di Bantul terjadi pertambahan wilayah perkotaan (desa-kota)
dari 7 menjadi 30 desa-kota, dan di Sleman dari 8 desa-kota menjadi 32 desa-kota,
Perubahan status desa menjadi wilayah perkotaan, akibat perkcmbangm kota
Yogyakarta sebagai pusat kegiatan pendidikan dan kota wisata.

Kenaikan peringkat wilayah perkotaan di sebagian besar wilayah kabupaten
di Jawa, juga disebabkan kabupaten tersebut telah lama merupakan pusat kegiatan
industri. Seperti di Kudus pertumbuhan penduduk 7,92 persen, Jepara 11,11 perser,
dan Pati 6,03 persen, dan Kediri pertumbuhan penduduk 10,69 persen sebagai pusat
industri rokok kretek di Indonesia. Disamping itu, kenaikan peringkat wilayah per-
kotaan dapat terjadi dengan adanya pengaruh pembangunan fisik waduk, salah satu
fungsinya untuk obyek wisata. Hal ini dapat ditunjukkan dari laju pertumbuhan pen-
duduk yang cukup tinggi seperti di Grobogan (11,85 persen), dan Wonogiri (11,51
persen).

Walaupun tidak mendmpakkan pola yang jelas, perubahan peringkat wilayah
perkotaan sclama tahun 1980 hingga 1990, menunjukkan adanya perkembangan
wilayah perkotaan di pantai Utara Jawa, mulai dari Jakarta ke arah Circbon hingga
Semarang dan Surabaya. Hal ini berbeda dari perkembangan wilayah di pantai
Selatan Jawa, maupun ]alur tengah pulau Jawa. Di pantai Sclatan disamping kebe-
radaan kota relatif sedikit, juga adanya kendala fisik yang berupa topografi pegu-~
nungan, merupakan alasan tidak terlihatnya perkembangan wilayah perkotaan,

Di jalur tengah Pulau Jawa, yang sebagian berupa dataran antar gunungapi,
menunjukkan pola perkembangan wilayah perkotaan yang sedikit berbeda. Peru-
bahan peringkat wilayah perkotaan seperti terjadi Bandung dan sckitarnya (Jawa

- Barat), Banyumas, Magelang, Boyolali, Karangayar, Sukoharjo, Grobogan dan Wono-
giri Jawa Tengah), Bantul dan Sleman (D | Yogyakarta), serta di Jawa Timur bagian
tengah, yakni Ponorogo, Tulungagung, Blitar, Malang, serta kabupaten Lumajang. Di
jalur tengah ini, perubahan peringkat perkotaan di samping scbagai akibat pusat-
pusat kegiatan ekonomi, juga lebih banyak diakibatkan olch peranan pusat kegiatan
sosial pemerintah.

Perkembangan peringkat wilayah perkotaan ke arah melintang (Utara-
Selatan) terlihat pada wilayah Jakarta-Bogor-Bandung, Tegal-Banyumas, Semarang-
Yogyakarta dan Scmarang-Surakarta-Wonogiri, Surabaya-Malang, Surabaya-Ma-
diun. Kondisi perkembangan inipun tidak terlcp1s dari keberadaan pusat-pusat ke-
giatan sosial ekonomi, terutama industri dan jasa, yang terdapat di wilayah dataran
pantai Utara Jawa, terutama Jakarta, Circbon, Tegal, Semarang, dan Surabaya.

‘Gambaran perkembangan penduduk perkotaan di Jawa, scbenarnya juga
mencer- minkan perkembangan wilayah perkotaan. Secara khusus perkembangan ini
terjadi di wilayah-wilayah tepi kota-kota besar dan keridor yang menghubungkan
kota-kota besar. Namun demikian, kajian ini baru menghasilkan gambaran yang
sifatnya sangat umum. Untuk mengenal gejala ini secara rinci diperlukan kajian-
kajian empiris pada skala mikro. Sccara kescluruhan hasil analisis menggambarkan
transformasi permukiman di Jawa.
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Peringkat Kota menurut Luas Lahan Kota Tahun 1980

Peringkat wilayah perkotaan diukur dari urutan besarnya luas lahan perko-
taan pada tahun 1980, menunjukkan, bahwa wilayah yang berstatus kotamadya
belum tentu menduduki peringkat tertinggi. Di antara wilayah propinsi yang terda-
pat di pulau Jawa, hanya Kotamadya Semarang dan Yogyakarta saja menduduki
peringkat terbesar, jika diukur dari besarnya luas lahan perkotaan tahun 1980. Di
Jawa Barat dan Jawa Timur, peringkat tertinggi wilayah perkotaan terdapat di kabu-
paten Bogor dan Kabupaten Banyuwangi.

Kenyataan terscbut memperlibatkan pula bahwa dengan menggunakan
ukuran luas lahan kota, peringkat wilayah perkotaan yang tertinggi tidak didominasi
kotamadya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan kotamadya scbagai pusat pelayan-
an, tampaknya mulai bergeser semakin kecil. Pernyataan ini dilandasi kenyataan
bahwa ukuran peringkat kota menurut luas lahan kota, memperlihatkan bahwa se-
makin besar peringkat banyak fasilitas perkotaan yang terdapat di wilayzah tersebut.
Dengan adanya jumlah penduduk perkotaan semakin besar, kebutuhan fasilitas kota
semakin bertambah, kebutuhan ruang atau lahan semakin besar pula sebagai tempat
keberadaan fasilitas tersebut. :

Tabel 4. Perbedaan antara Peringkat Kota menursut Luas Lahan Perkotaan Kotamadya
dengan Kabpuaten

Tahun 1980 Tahun 1990
No | Propinsi Kabupaten | Kotamadya Propinsi Kabupaten [ Kotamadya
1 Jawa Barat 12,85 10,75 Jawa Timur 18,48 20,88
X 684 7,08 X 10,85 9,80
Sy 20 4 Sdx 29 8
n n
b 0,558 t 0,563
i, 1,117 . 1,96
Perbedaan Tidak nyata Perbedaan | Tidak nyata
2 Jawa 17,76 1917 Dl 2,50 1
Tengah 10,12 9,92 Yogyakarta 1,12
X 29 6 . X 4 1
Sd« Sdx
n 02312 n 2,679
t 1,96 i 1,638
h Tidak nyata b Cukup nvata
Perbedann Perbedaan

Sumber : Analisis Data Sckunder
Pi = Peringkat menurul luas lahan perkotaan
Pp = Peringkat menurut jumlah penduduk perkotaan

Peringkat kota mendasarkan pada luas lahan perkotannya, antara kota-
madya dengan kabupaten juga tidak memperlihatkan perbedaan yang nyata, kecuali
D, Yogyakarta (Tabel 4), Kenyataan di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat
perbedaan yang nyata antara peringkat wilayah perkotaan kotamadya dengan
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wilayah perkotaan di dacrah kabupaten. Hal ini beranti bahwa pada dasarnya pering-
kat wilavah perkotaan antara kabupaten dan kotamadya memiliki persamaan, yang
discbabkan keberadaan penduduk perkotaan menuntt tersedianya ruang atau lahan
perkotaan, baik untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal (permukiman) maupun
untuk tempat fasilitas kegiatan hidupnya.

Pernyataan di atas didukung hasil penclitian juga yang menunjukkan tidak
adanya perbedaan yang nyata, antara mata-rata peringkat wilayah perkotaan menurut
jumlah penduduk perkotaan, dengan peringkat menurut luas lahan perkotaannya
pada takun 19380 (Tabel 5). Di antara keempat wilayah propinsi yang terdapat di
pulau Jawa, tidak memiliki perbedaan nyata antara peringkat wilayah perkotaan
menurut luas lahan dengan peringkat kota menurut jumlah penduduk.

Dengan demikian, dapat dinyatakan antara besarnya peringkat wilayah
perkotaan menurut luas lahan tidak ditentukan oleh peringkat wilayah perkotaan
menurut jumlah penduduk. Kenyataan terscbut dapat dijelaskan bahwa besarnya
luas wilzvah perkotaan, tentunya berkaitan erat dengan besarnya jumlah penduduk
perkotazn yang besar, menuntut tersedianya lahan yang luas untuk memenuhi
kebutuhzan bertempat tinggal maupun kebutuhan tempat berdirinya bangunan
fasilitas perkotaan, seperti jaringan jalan, sarana dan prasarana yang lain.

Tabel 5. Perbedaan antara Peringkat Perkolaan menurut Jumiah Penduduk Perkotaan
dengan Peringkat menurut Luas lahan Perkotaan

No | Parameter Jawa Barat Jawa Tengah | DI Yogyakarta Jawa Timur
P} Pp nl Pp Pl Pp Pl Pp

1 x |12,50 (13,181 18,0 10437 |3 10172 [1%9 26,054
2 Sdx § 692 11,768 |10,0%9 | 6,585 |[1,414 8,289 110,68 22,371
3 n |24 24 35 35 5 7 37
4 0,846 1,005 0,233 1,731
5 t 1,717 196 1,638 1,96
6 Perbudaan Tidak nyata Tidak nyata Tidak nyata Tidak nmyata
Sumber : 2-a:sis Zaia Sekunder

Hubungan Jumlah Penduduk dengan Luas Lahan

Analisis koefisien korelasi (rh)-antara besarnya peringkat perkotaan menurut
jumlah penduduk perkotaan dengan peringkat perkotaan menurut luas lahan
perkotazn, menunjukkan bahwa (Tabel 6) besarnya kocfisien korelasi di sctiap
propins! bersifat negatip kuat. Besar dan sifat koefisien hubungan terscbut dapat
diartikz, bahwa secara umum semakin tinggi nilai peringkat perkotaan menurut
jumlah penduduk perkotaan, maka semakin besar nilai pumbknt perkotaan menurut
luasiabzn perkotaan.

=alini terjadi discbabkan dua hal :

1. ukuran peringkat perkotaan menurut jumlah penduduk menggunakan ukuran
relazf (rasio jumlah penduduk terhadap penduduk kota pusat propinsi, schingga
semakin besar penduduk perkotaan suatu kabupaten, semakin ku:ll angka
peringkat),
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2. peringkat perkotaan menurut lahan perkotaan menggunakan ukuran absolut,
dimana semakin besar luas lahan, semakin besar peringkat kota.

Tabel 6, Persebaran Koetisien Korelasi Peringkat Kota

menurut Jumlah Pendudukan dan Luas Lahan Kota

No Paramcter Jawa Barat Jawa Tengah | DI Yogyakarta | Jawa Timur
1 n 24 35 5 37

2 rh -0,747 0,787 -0,957 0,727

3 rtx=5% 0404 0,334 0,878 0325

4 rh 0,558 0,619 0,951 0,529

5 Korelasi Sangat nyata Sangat nyata Cukupnyata  |Sangatnyata

Hasil penclitian juga menunjukkan bahwa besarnya kocefisien korelasi (v)
antara jumlah penduduk dengan luas lahan perkotaan sebesar 0,6371. Koefisien ko-
relasi ini menunjukkan adanya hubungan positip kuat antara kedua variabel {jumlah
penduduk dan luas lahan tahun 1980), pada derajad keyakinan lebih besar dari 99,99
persen (F reg = 71,04457 dan signifikansi F = 0,00). Hal ini dapat dikemukakan bahwa
makin besar jumlah penduduk perkotaan maka makin luas lahan perkotaannya.
Namun jika ditinjau dari besarnya r* = 0,40587 yang dapat diartikan bahwa besarnya
sumbangan pengaruh variabel jumlah penduduk perkotaan terhadap variabel ter-
pengaruh (luas lahan perkotaan) hanya 40,579 persen. Dengan demikian dapat di-
nyatakan bahwa terjadinya perbedaan luas lahan perkotaan antar wilayah tidak
hanya dibentuk oleh jumlah penduduk saja, tetapi 59,441 persen ditentukan olch
variabel lain di luar penclitian.

KESIMPULAN

Mendasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan seperti telah diung-
kapkan, dapat dikemukakan secara ringkas beberapa kesimpulan berikut.

Penerapan konscp peringkat (hirarki) wilayah perkotaan menurut Zipf di
Indonesia. (terutama di Jawa) secara umum tidak sesuai. Ketidaksesuaian schagai
akibat adanya kecenderungan di beberapa wilayah perkotaan memiliki jumlah pen-
duduk yang hampir sama. Disamping itu, terdapat wilayah perkotaan berpenduduk
jauh lebih kecil dari pada di wilayah perkotaan pusat, schingga berakibat terjadinya
kesenjangan peringkat yang tidak berurutan teratur.

Kecuali di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat perbedaan yang
sangat nyata antara peringkat wilayah perkotaan dacrah kotamadya, dengan wilayah
perkotaan di daerah kabupaten, Hal ini dapat dinyatakan bahwa sclain di DL
Yogyakarta, sifat wilayah perkotaan tidak hanya terdapat di dacrah kotamadya yang
secara administratif scbagal kota, tetapi sebagian kabupaten telah menunjukkan
gejala perubahan wilayah ke arah perkotaan.

Besarnya peringkat wilayah perkotaan menurut luas lahan kota tidak
memiliki perbedaan yang nyata, dengan peringkat wilayah perkotaan menurut
jumlah penduduk perkotaan. Ketiadaan perbedaan ini sebagai akibat perubahan
jumlah penduduk perkotaan di setiap kota, menuntut tersedianya lahan untuk
tempat bermukim, dengan segala sarana dan prasarana tempat tinggal, maupun
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sarana prasarana kota lainnya. Secara umum dapat dikemukakan bahwa semakin
tinggi peringkat perkotaan menurut jumlah penduduk, belum tentu diikuti semakin
tingginya peringkat perkotaan menurut luas lahan kotanya.

Walaupun pengaruh laju pertumbuhan penduduk (baik dalam jiwa maupun
rumah tangga) terhadap perubahan peringkat wilayah perkotaan di sctiap kota di
Jawa tidak cukup kuat, tetapi pengaruh laju pertumbuhan rumah tangyra lebih tinggi,
dari pada pengaruh pertumbuhan penduduk dalam jumlah jiwa. Hal ini discbabkan
walaupun tidak secara drastis, pertambhan rumah tangga berkaitan langsung dengan
pertambahan kebutuhan ruang (lahan) perkotaan. Namun demikian perubahan luas
lahan perkotaan secara umum, merupakan akibat besarnya lahan yang digunakan
untuk aktivitas non tempat tinggal, yang lebih banyak digunakan untuk sarana dan
prasarana sosial ekonomi.

Gambaran perkembangan penduduk perkotaan di Jawa, pada dasarnya
mencerminkan perkembangan wilayah perkotaan setiap kota di Jawa. Walaupun
tidak menampkkkan pola yang jelas, perubahan peringkat wilayah perkotaan sclama
tahun 1980-1990, menunjukkan adanya perkembangan wilayah perkotaan di pantai
Utara Jawa. Perkembangan ini terjadi di wilayah-wilayah pinggiran kota-kota besar
dan korider yang menghubungkan kota-kota besar. Dengan demikian dapat disim-
pulkan, bahwa gambaran tersebut pada hakekatnya adalah transformasi pemukiman
di Jawa.
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